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INTISARI 

Karya ilmiah ini berjudul “Deskripsi Tentang Perhitungan Suara Ulang Hasil 

Pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Oleh Komisi Pemilihan 

Umum”. Masalah yang ingin dipecahkan penulis melalui tulisan ini yaitu, 

pertama: Mengapa Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan 

perhitungan suara ulang hasil pilkada Kabupaten TTS?. Kedua: Bagaimana akibat 

hukum dari perhitungan ulang hasil pilkada tersebut terhadap KPU, PPK, PPS, 

KPPS? 

Tujuan penelitian untuk menjawab persoalan diatas yaitu, pertama : Untuk 

mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan 

perhitungan suara ulang hasil pilkada Kabupaten TTS, dan kedua yaitu : Untuk 

mengetahui akibat hukum dari perhitungan suara ulang hasil pilkada tersebut 

terhadap penyelenggara 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian normative, sedangkan 

teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi 

kepustakaan, studi dokumen dilakukan pada putusan MK  61/PHP.BUP-

XVI/2018 tentang Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten TTS 

Alasan Mahkamah memerintahkan perhitungan suara ulang karena dua alasan 

yaitu pertama : Permohonan pemohon memenuhi syarat formil, kedua yaitu : 

Adanya bukti pelanggaran dalam perhitungan hasil pilkada tersebut. Sedangkan 

akibat hukum dari perhitungan suara ulang hasil pilkada tersebut terhadap 

penyelenggara yaitu, pertama Mahkamah memerintahkan untuk melaksanakan 

pemungutan suara ulang di 30 TPS, kedua : KPU Kabupaten TTS, KPU Provinsi 

NTT, dan KPU untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan 

suara selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang 

dilaksanakan; dan ketiga DKPP memanggil, menyidang, dan memberikan teguran 

keras kepada KPU Kabupaten TTS. 

Saran penulis, terhadap penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran 

sebaiknya diberhentikan, dan proses PSU diambilalih KPU Provinsi sedangkan 

penyelenggara ad hoc ditugaskan kepada penyelenggara Kecamatan terdekat. 
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